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BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI iPUNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 62T 2016
TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA | ) NAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

' I’ Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI TANGGAMUS,

bahwa berdasarkan ketgntuan pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Tangpamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu di
susun rincian tugas,  fungsi dan tata kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus;

bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan, Bupati Tanggamus tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan' dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1645;

. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [Nomor
3667);

. Undang-Undang ' Nomor - 23 Tahun 2006 tentang
‘Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik™”

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4674 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
5475 ); - '




& i'F g
: _-?'1_, dido
Ly

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494 );

6. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
K Pemerintahan Daerah (- Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indopesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah - ‘dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 ‘tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaman Negara Republik Indonesia
. Nomor 5679 ),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016'N0m01' 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Daiam: Negeri ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12 );

O

9. Peraturan Menteri Dalam' Negeri Nomor 80 Tahun 2015
‘ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
- perangkat . Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten
- Tanggamus tahun 2016 Nornor 142, Tambahan
Lembaran Daerah Kabipaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

-

Menetapkan : PERATURAN BUPATI rANGG'AMU'; TENTANG TUGAS,
- FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
_ PENCATATAN sxpu. ATEN TANGGAMUS.

#

\
5

]
B

o
1



BAB I
KETENTUAN UMUM :
. Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1 2.

S IR o

Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
Perangkat Daerah acalah unsur pembantu Bupati dar~
Dewan - Perwakilan | Rakyat Daerah dalam

'penjelengga:aan Urus:m Pemenntahan yang menjadi

Kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupan Tanggamus.
Wakil Bupati adalah W'ak_'l'Bupati Tanggamus.

-Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

. Tanggamus.

- 10.

11

12.

13

14.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Tanggamus.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus:.

Kepala Dinas adalah- Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Administcasi Kepcnducﬂukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pﬂ gelolaan informasi administrasi
kependudukan serta :Pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan pubhk dan, L:tmban gunan sektor lain.

. Pendaftaran’ Penduduk ~adalah pencatatan biodata

penduduk, pencatatan -atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan, pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen

kependudukan bcru;pp kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.
Penyelenggara ' adalah. Pemerintah Kabupaten yang
bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan
administrasi kependudukan.

-Instansi  Pelaksana = adalah perangkat pemerintah

kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayaman dalam urusan administrasi
kependudukan.

Dokumen kependuduka.n adalah dokumen resmi yang di
terbitkan = oleh  Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pelavanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.




118,

Data Kependudul-can adalah data perseorangan dan/atau _

data agregat'yang tcrstrdktur sebagai hasil dari kegiatan

116.

18.

19,

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk wyang harus dilakukan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penauduk Elektronik, Kartu
Identitas = Anak dan/atau surat keterangan
kependudukan naumya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, ser‘ta status tinggal terbatas men3ad1

. ' tinggal tctap
17

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal Jam melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjutanya disingkat KK adalah
kartu identitas kelueirﬁa yang memuat data tentang

nama, susunan dan hmbungdn dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda ‘Penduduk ' Elektronik yang selanjutnya

. disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang

20.

21

22.

23.

24.

dilengkapi - cip =~ yang -merupakan identitas resmi
penduduk sebagai buktl diri yang dlterbItkan oleh
Instansi Pelaksana.

Kartu Identitas’ Anak'.',.yang _selanjutnya disingkat KIA
adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang
berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting

yang dialami oleh sesorang dalam register Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang
pada Instansi Pelaksana yhng pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan Peraﬂ;uran Perundang-undangan. !
Peristiwa Penting’ ada.lah ‘kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kglahwan, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraim pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan @ anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarga negaraan.

IPetugas Register adalah pegawai yang diberi tugaé dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan
Peristiwa Kepgndudtxlihn dan Peristiwa Penting serta
pengolahan - dan penyajian Data Kependudukan di
desa/kelurahan atau nama lainnya.




25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknohq'gi informasi dan komunikasi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tin.gj'pat Penyelenggara dan Instasi
Pelaksana sebagai satu kesatuan.

26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi

~ kerahasiaannya. '

27.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya.

disebut UPT Instansi Pglaksana, adalah satuan kerja di

tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada
Instansi Pelaksana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
{edudukan
Pasal 2

Dinas Kependudukan aé.'-'m Pencatatan Sipil merupakanr'

unsur pelaksana otonomn yang melaksanakan urusan
| pemerintahan 'daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas yang berkedudukan di.bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

_Pa.sal 3
Dinas - Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

. pemerintahan yang menja'ﬁi kewenangan daerah di Bidang

administrasi kependudukan. -




BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pagal 4

(1) Susunan  organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terdiri dari:

a. Kepala Di‘n‘dS; .o Y
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayvanan Pendaftaran Penduduk ,
membawabhi: i
1. Seksi Identitas Penduduk ;
2. Seksi Pindah Dateng dan Pendataan Penduduk.

‘ | ' d. Bidang Pclayanan'i"qﬁcatatan Sipil, membawahi:
' ' 1. Seksi Kelahiran' q.a.n Kematian;

2. Seksi Perkawinar Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Pewax:@negaraan,

e. Bxdang - Pengelplaan  Informasi  Administrasi
Kependudukan mgmbawahi:
1. Seksi Sistém ~  Informasi Administrasi”
Kependudukan, i
. Seksi F’eng&plahan dan. Penyajian Data
' Kepandudukan 0

. f. Bidang Pcmantaarm Data dan Inovasi Pelayanan,
O membawahi :

1. Seksi Kerjasamg dan Inovasi Pelayanan

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan,

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
[ h. IKelompok Jabatan '_Furigsional.

(2) Bagan struktur Dinad Kependudlukan dan Pencatatan
- Sipil. sebagaimana 'tﬁrcantum pada Lampiran, yang
merupakan bagian tidgk terpisahkan dari Peraturan ini.
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(1)
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URAIAN 'rux UNSUR DINAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin,

mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan

pemerintah daerah di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud paci'l ayat (1), Kepala Dinas mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan program dan anggaran;

b. Pengelolaan keuangan,

c. Pengelolaan perltmgkapan, urusan tata wusaha,
rumah tanggga dan barang milik negara;

d.  Pengelolaan urusan ASN

e Penyusunan perehcanaan d1 bidang pendaftaran
penduduk, penca‘ta_tan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kej:iendt.idukan., Kerjasama administrasi
kependudukan, ")elni_lanfaatan data dan dokumen..
kependudukan s@rtﬁ inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

f. Perumusan kebijakaxll'teknis' di bidang pendaftaran
penduduk, pencqtatan s1p1l pengelolaan informasi
kependudukan_ 1! kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
,kependudukén sérta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan; A

g.‘l Pelaksanaan peitgvanan pendaftaran penduduk;

I 1 Pelaksa.naan pe&ﬁyanan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan pdngelolaan informasi administrasi
kependudukan, |



j. Pelaksanaan kerjh sama admininstrasi
kependudukan;

k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan; -

] F_’claksangian inéva’_’ai pelayanan  administrasi
kependudukan; | ’

m. Pembinaan,  koordinasi, pengendalian " bidang
adfnini_strési kepend@dﬁkan; ' ‘

n. Pelaksanaan = Kkegiatan penatausahaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugasitlan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekietariat

Pasal 6

(1 Sekretariat dipimpin oleh seorang; Sekretaris yang dalam
melaksanakan - tugasnya ber’tqnggungjawab kepada
kepala dinas. i |

(2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif daﬁ teknis yang meliputi Perencanaan,
Keuangan, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan Rumah
Tangga dan Urusan ASN kepada semua unsur di

' lingkungan Dinas. ' j |

(3) Untuk melaksariakan'puga’s sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Sekretariat mﬁﬁ_yé_lenggar&kan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan program dan anggaran,

b. Pelaksanaan pengglolaan keueangan;

c. Pengeioiaan perlengkapan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan penataan barang milik negara;

d. Pengelolaan uru§a§.’1 Aparatur Sipil Negara (ASN);

e. Pengkoordinasian bcléksanaan tugas-tugas Dinas

-




(4) Dalam -meﬁyelenggarak'a;g; tLigas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) @dan ayat (3), Sekretariat terdiri
atas : ey g ' |

' a. Sub Béxgié:n Pere-ﬁéa@jxaah;
b. ‘Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

i bertanggung jawab kepada Sekretaris. i
0 | 1 '
|

Pa#gr@f 1 ‘
Sub Bagian Bagian Perencanaan

Pasal 7
Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan  koordinasi. penyusunan program dan
anggaran; = g B E
| b. Penyiapan bahan penyu$iinan program dan anggaran;

c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan.

- perundang-undangan;

| d. Penyiapan dan pelaksanaan evé.luasi dan pelaporan
pelaksanaan 'program dan anggaran.

-e. Melaksanakan koo’rdiiﬁ&si dan' kerjasama antar

| 3 lembaga/ins't'ansi terkait pelaksanaan urusan program

dan anggaran; i
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.,
Paragraf2
Sub Bagian Keuangan

!_'.',ﬁ.sal 8

|Sub Bagian Keuangan meniPunyﬁi fungsi:
a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
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d.

e.

f.

-

Penyiap.an pcn_yusuﬂﬁnl dan pengkoordinasian °
pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi
Aparatur Sipi! Negara, |

Penyiapan = bahan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan; . |

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar
lembaga/instansi terkait pelaksaraan urusan keuangan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
Sub Baglan Umqu'n dan Kepegawainn
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.
b.

C.

Pelaksanaan urusan pétsuratan;
Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
Pelaksanaan urusan ktrumahtanggaan keamanan dan

ketertiban kantor

. Pelaksanaan pengeiolﬁﬁn‘_pcrlengkapan dan barang milik

negara,

Pelaksanaan urusan a@x‘mnistrasi ASN;

Melaksanakan lcoor&?nasi dan kerjasama ~ antar
lembaga/instansi terkait pelaksanaan urusan Umum
dan Kepegawaian; |

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

_ Baﬁan Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan

Fasal 10

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan mempunyai

(2)

tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta
kewenangan pernerintaih kabupaten di bidang P‘elayanan
Pendaftaran Pendudukan. -
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran
Pendudukan mempu yai fungsi:

a. Penyusunan pemncanaan Pelayanan Pendaftaran
Penduduk; '



-

b. Perumusan . kebijakan teknis Pendaftaran
penduduk; : |
c. Pelaksanaan ‘pémbinaan dan koordinasi
pelaksanaan Pelaydhan Pendaftaran Penduduk;
d. Pelaksanaan Peléyanan Pendaftaran Penduduk;
¢. Pelaksanaan penérbitan dokumen pendaftaran
penduduk; 41 v‘
f. Pelaksanaan pendi::)k_umentasian hasil pelayanan
. pendaftaran penduduk; |
g. Pengendalian dan avaluasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk; ‘. |
h. Pelaksanaan koordinasi = dan kerjasama antar
lembaga/instansi . terkait bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduguk;

i Pelaksanaan tugas;{lain yang diberikan atasan.

(3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan dipimpin
oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya
bertanggungiawab -kdp'ada kepala dinas.

(4) Dalam ' melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pelayanan Pendaftaraﬂ Pendudukan dibantu oleh:
a. Seksi Indentitas, Penduduk .

b. Seksi Pmdah Data.hg dan Pendataan Pcnduduk

(5) Masing-masing seksi diplmpm oleh seorang kepala seksi

yang dalam pela.ksanpan tugasnya bertanggungjawab
kepada kepala bidang.'!

s _'%r@graf 1
| '~ Seksi Indentitas Penduduk
Pasal 11 !
Seksi Indentitas Penduduk mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pen:;vusun'an perencanaan pelayanan
dan penerbitin dokumen pendaftaran penduduk mel'iputi
Biodata Penduduk, N;ﬁ_mor Induk Kependudukan, Kartu

Keluarga, Kartu '_I‘andd. Penduduk Elektronik, dan Kartu
Identitas Anak;



Penyiapan ° bahan perumusan . kebijakan teknis
pelayanan dan _pencrbij:an' dokumen pendaftaran
penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, dan Kartu ldentitas An:;tk;

Penyiapan pelaksanaaﬁl pembinaan dan kobrainasi
pelaksanaan_l .'_peiay_ané.n,' dan. penerbitgn dokumen’

pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk,

' Nomor Induk Kep'endudiikan, Kartu Keluarga, Kartu

Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Identitas Anak;
Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumer:”
pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk,
Nomor Indd_k Kependudkkan, Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Pendﬁdluk'Ellbktrm;ik. dan Kartu Identitas Anak;
Pelaksanaan" pendokul;!entasizln hasil pelayan{n‘l
penerbitan dokumen pend:aft.a.rari penduduk;

Penyiapan péngendalia’nl' dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk mehpu*: Bmdata Penduduk, Nomor Induk
l{ependudukan K;artu Kduarga, Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, I(a:tu Identitas Anak;

Melaksanakan kOOrdlﬁgsz dan kerjasama  antar
lembaga/instansi  terkait pelaksa.naan. penerbitan
dokumen pendaftaran pg:;duduk;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

 Paragraf2
Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk '

Pasal 12

Seksi Pindah Damng dan Pendataan Penduduk
mempunyai fung

a.

Penyiapan bahan p\.nyusunan perencanaan pelayanan

- Pindah Datang dan Pemtlataan Penduduk;

Penylapan bahan pprumuaan kebijakan teknis
pelayanan Pl_ndah Datamg dan Pendataan Penduduk;




.

c. Penyiapan -peliaksanaaﬁ., pembinaan dan koordinasi
 pelaksanaan pélayanan pindah Datang dan Pendataan

Penduduk: |

d. Pelaksanaan pelayanan Pindah Datang dan Penddtaan
Penduduk; ‘

e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan Pindah Datang Penduduk; |

{. Melaksanakan lcoordi@hasi ‘dan kerjasama antar |
lembaga/instansi terl&#i-t pelaksanaan Pindah Datang
dan Pendataan Pendudﬁkl;-

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagig& Keempat
, Bidang Pelnyaﬂn Pencatatan Sipil

5%

an 13
(1] Bxdang Pelayanan Pcmatatan Sipil mempunyai tugas
merumuskan dan, melaksanaan kebijakan  serta
kewenangan perner'ntah kabupaten di bidang pencatatan
sipil; :

(2) Dalam . 1he-ia]<éanakaf1l tugas sebagaimana dimaksud

‘'pada ayat: (1), lszang Pelaya11an Pencatatan Sipil
- mempunyai fu*lgSI

a. Penyusunan perenc&na&n pelayanan Pencatatan
.Slpl ,

b. Perumusan kebx_]akan tekms Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan pemhmaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksunaan Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Pelaksanaan penerbiianl'dokumen Penicatatan Sipil;

5 Pel:aksanaar-i penquumentasum ha.sﬂ pelayanan
Pencatatan .)1p11

g. Pelaksanaan pengendahan dan evaluam pelaksanaan
Pencatatan ulpil . '

h. Pelaksanaan " kocrdmam -dan kerjasama antar
lembaga/ insténm - terkalt - Ikegiatan Pelayanan

Pencatatan Sipil




. Peiaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1 (3) Bidang Pelayanan Pencamtan Sipil dipimpin oleh
seorang kepala hidang yang dalam tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala dinas;

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pencatatan Sipii dibantu oleh : w
K

a. SeksiKelahiran dan’ Kematlan :

b.. Seksi Perkawinan, perceraian, Perubahan Status
Anak dan Pewarganegaraan.

(9) Masing-masing secksi dipimpin oleh seorang kepala T :
seksi vang dalam pelaksanaain tugasnya bertanggung ;
jawab kepada kepala Bidang. ' =3 ¥

!hngrai 1 | = ;
Seksl Keluhimn dan Kt.matian '

' Pas'al 14

" Seksi Kelahlran dan Kematlan mempunyal fungm
a. Penympan bahﬁn penyusunan perencanaa‘n

pelayanan pencatsian kelah1ran dan kematian; gl

b. Penyiaparn : bahan -,p_erumusa.n kebijakan teknis
pelayanan pehcﬁatﬁtankel-ahiran dan kematian;

c. Penyiapan Ipe-lal:sa-naéh' penibiﬁaan dan koordinasi
pelaksanaan pei:_iyané;n .penEzltatan kelahiran dan
kematmn ' T | '

d. Pelaksanaan pela.yanan pencatatan kelahiran dan
kemat1an '

e. Melaksanakan pendokumenta:.zan hasil pelayanan
'Ipenr‘atatan kelahiran d&n :{emanan '

2 Penylapan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan -penCatatan'kélahiraIL dan kematian;

g. Pelaksanaan kaérdiﬁasi dan kerjasama ' antar
lembaga/ifgstansi . terkait kegiatan  pelayanan
péncata.tan kelalh.iiz'jan dan kematian;

L . i ,
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;



|  Paragraf2
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
' Anak dan Pewarganagaraan

Pasal 15 . .

Seksi 'Perkawinla_n,'f 'Per_rteraian', Perubahan Status Anak
dan Pewarganagaraan i_nempun'yai fungsi :
a. Penyiapan bahan pemyusunan perencanaan pelayanan

pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status
anak dan peWarganegaraan;

b. Penyiapan = bahan perumusan kebijakan ,teknis
'pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian,
perubahan status aﬂdk dan pewarganegaraan;

c. Penyiapan penkeaﬁaam pembmaan dan koordinasi
pelaksanaan pcncatatan perkawinan, perceraian,

perubahan status anak dan pewarganegaraan,;

d. Pelaksanaan pelayanan Poncatatan perkawinan,
perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan;

. €. Pelaksanaan 'p¢n-éiioku-mehtasistn hasil pelayanan
pencatatan 'perl'kawin'an',- pl'ercera!ian, perubahé.ﬁ status
anak dan pewargantgaraan _ . ..

f. Penylapan pengcndallar dan evaluasi pelaksanaan
pclayanan pe:ncatjp;.ltan. . perkawinan, perceraian,
perubahan status a-,nak.. dan pewarganegaraan;

g. Pelaksanaan kootdinasi dan kerjasama antar
lembaga / instansi *ei‘kait’ kegiatan pencatatan

\ perkamnan, percerﬁuan, pcrubahan status anak dan
pewarganegaraan; |

h. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan atasan. .



(1)

(2)

&

: Bag n Kelima .
Bidang Pengelola Informasi Admlnistrasl
Ke*p_m;dudukan

. Pasal 16
Bldang Pengelolaa@ Informasi ' Administrasi
Kependudukan - _ '
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanaan
kebijakan di bidarig Bidang Pengelolaan Informasi
Adfninistrasi: Kepe‘ndwdfﬁ kar.

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang F&ngeiolaan Informasi Admlmstram

.Kependudukan mempwyau fungsi:

a. Penyusunan -  perencanaan - pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan, _' |

b. Perumusan kebijaken teknis pengelolaan informasi
administrasi kepcp‘du‘dukan, pemanfaatan data dan
dokumen l-:ependl.lﬁ].ikan, kerjasama administrasi
kependudukan '. Sértﬁ-.inovési pelayanan administrasi
kependudukan b - -

c. Pelaksanaan pembmaan dan koordinasi pelaksa.naan
pengelo:aan mfonﬁas; ‘administrasi kcpcndudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama -adminiai_;rasi' kependudukan serta inovasi
pelayanari administrasi kependu_dukan;

d. Pelaksanaan pen'gfe:lolaan 'informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukdn, i 'kerjasama administrasi
:kependudukan serta 1novasx pelayanan administrasi
kepbndudukan, '



E
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e. ‘Pengendaliaxlx ' dan eva]_.m_aasi pengelolaan informasi
administlras.i' kependuduhan, pemanfaatan data dan
dokumen . kependudukan, kerjasama administrasi
kepend.udu'kah serta’ inovasi pelayanan .administrasi
kependuduk_an; I i

¢ Pelaksanaan = koordinagi dan kerjasama antar
lcmbaga) iristans.i' ter-kﬁit kegiatan ' PIAK dan
Perﬁani‘aataﬁ .IData; |

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. '

(4) Bidang . Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dipimpin jjoleh seorang 'Kepala Bidang
yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. ; '

(5) Dalam melaksanakan twugas dan fungsinya, Bidang
Pengelolaan Informast ‘Administrasi Kependudukan
(PIAK) dibantu oleh : ‘

a. Seksi Informasi 'Ad@in-istrasi Kependudukan; '
b. Seksi Penyajian Data Kependudukan;
d6] Masing-masing selsi ;di;ﬂf‘ﬁnpin oleh seorang kepala seksi
yang dalam pelaksanaan ‘tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang: '
| ' N
~ Pamagraf 1
Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
 Pasal 17
Seksi Inforrnaéi Ad'ﬁiniétfa&i Kependudukan  mempunyai,
fungsi : : 11
a.Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi
xependuduka;
b. Penyiapan bahan gefe‘nc'anaan dan perumusan
kebijakan = teknis " éistc'ml‘ informasi  administrasi
‘kependudukan; ' |

' c. Penyiapan . dan pelakSmiaan sistem  informasi

administrasi kependudukan;




d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi
' administrasi kependudukan;

"e. Melaksanakan = koordingsi . dan  kerjasama  antar
lembaga'/ instansi r.erl;ziit:‘gpel'aksaﬁaan sistem informsfsi
administrasi kependudukan;

f Melaksaniakan tugas lain yang diberikan atasan.

I‘amgraf 2
Seksi Pengolthan dan Penyajic n Data
' Ke@enduduk an

' Pasal 18

Seksi Pengolahan  dan _-Pgnyajia.n Data Kependudukan

Imempmwau fungs , : '

' a. Penviapan lxoordmas: mngolahan dan penyajian data
kependudukan;,

| b. Penyiapan = bahan perenvanaan dan  perumusan

kebijakan - teknis = pengolahan dan penyajian . data
kepenaudul\an, it

c. Penyiapan dan. pelaksafmaan pengolahan dan penyajlan
data kependudukan,

d. Penyiapan dan pelaksanaan meblnaan pengolahan dan
peyajian data kependudukan; =

e. Pelaksanaan  koordinasi dan kerjasama antar
lembaga/instansi terkait pelaksanaan pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pemanfaatan .s’pata dan Inovasi Pelayanan

| . - Pasal 19 ‘

(1) Bidang Pemanldatan Data. dan Inovasi Pelayanan
mempunyai tugas .me. aksanakan penyiapan perumusan”
kebijakan teknis dan gelaksanaa.n kebijakan di bidang
pemanfaatan . data dan dokumen kependudukan,

kerjasama admmmtram kependudukan dan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan




(I2] Dalam melakse'mé_kan tuggs sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokurmian -kgpendudluﬁkan-, kerjasama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan

‘dbkufrian k.ei:endudﬁkan, ‘kerjasama serta  inovasi

‘pelayanan administrtgéi- kependudukan;

( Pelak'sanaanl .pembin:a':an."dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaétan _'déta dan dokuman kependudukan,

L kerjasama serta ,_iﬁovasi pelavanan administrasi

| kependudukan,;

g d. Pe]caksaﬁaari _p'emanfa?tan data dan dokumen

; | 'keﬁgandudu'kah;,'-' | ' .

1 e.l Pelaksanaan i«:e:ﬁasama administrasi kependudukan,;

J Pelaksanaan -_ “inovasi ' . pelayanan administrasi

i : kependudukan; ' |

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dbkuxﬁen--kependudukah, kerjasama serta
inovasi pe-la_\_';;ina'n adjminisltrasi kependudukan;

o : h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
"dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

' (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh :

a. Seksi Kerjé’s';ama; dan Intovasi Pelayanan,
b.Seksi  Pemanfaatan = Data dan  Dokumen
Kependudukan;’ :

(5) Masing-masing se_ksji’fitlip_impm oleh seorang kepala seksi
. yang dalam pelaksangan tugasnya  bertanggungijawab
kepada Kepala Bidang. - ;

|




Pamgmf 1
Seksi Kerjasama dpm Inovasi Pelayanan

Pml 20

‘Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :
! a. Penyiapan = koordinasi ‘kerjasama dan inovasi
i pelayanan admlmshaﬁ kependudukan; P
' b. Penyiapan = bahan ‘perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis kefjasama dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;
b. Penyiapan dan pglaksanaari. kebijakan  teknis
kerjasama dan  ‘ingvasi- pelayanan administrasi
l kependudukan;
c. Penyiapan . pengenda.llan dan evaluasi pelaksanaan

kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

=

e —— ..+ S| A S i

Pamgraf 2

| B Seksi Pemnfantan Data dan Dokumen
Kependudukan

Pasal 21

| Seksi Pemanfaatan’ Data, dan Dokumen Kependuduka
| mempunyal fungsi : -

a. Penyiapan koordinasi ‘pemanfaatan data dan dokumen
. kependudukan ; = - '
| b. Penyiapan © bahan  perencanaan dan perumusan
. kebijakan teknis, pemanfaata.n data dan dokumen
el | kependudukan;
' c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan
| dokumen kependudukan;
| d. Penyiapan dan pclakgsanaan pemanfaatan data dan
| dokumen kependudukan;
~ e. Penyiapan  perigendalién dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
f. Pelaksanaan = kovordinasi dan  kerjasama . antar
lembaga/instansi  terkait = pelaksanaan Pelayanan
Informasi Kependudukan; '

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,




BABN
UNIT PELA!!EAN A TEKNIS '
Pasal 22

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada - Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus akan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

BAB VI
TATA KERJA
Ba.gian Pertama
Umum
" Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam
melaksanakan tugas<tugasnya wajib menerapkan
'‘prinsip-prinsip kdordimesi, - integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi balk dalam 1mg1\ungan kerjanya maupun
dengan | mstanm mstambl lain di luar 11ngkungan
_kerjanya se%ual dengan bidang tugasnya. '

(2) -Setiap pimpinan. satuan o.rganisa:si bertanggung jawab
memimpin dan  mengkoordinasikan  bawahannya
masing-masing * dan merhberikan bimbingan  serta
petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

~ (3) Setiap pimpiﬁah ' satan organisasi mengikuti dan

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu,

(4) Setmp laporan yang cht rima oleh pimpinan satuan
orgamsas1 dan bdwahan diolan dan dipergunakan

sebagai - bahan.: perimbangan dalam penyusunan
kebijakan lebih lanjut, j

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.



N b

B’agi.' n Kedua
Hal Mewakili

Pasal 24

(1) Dalam hal .kepala dinas berhalangan, maka ke;')ala

dinas dapat menunjuk sekretaris dinas.

. (2) Dalam Ihal sekretaris berhaiangan, maka kepala dinas

dapat menunjuk kepala bidang.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

. Pembiayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kabupaten Tanggamus E?.;ra'sal dari Anggaran Pendapatan
' dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

| BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
' Pasal 26 "

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang

- kewenangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang' berada pada 'Satig‘an','Kerja lain, akan dialihkan
kepada Dinas Kependudukaﬁ dan Pencatatan Sipii paling

lambat 6 (enam) bulan ﬁ’gru's, mengikuti ketentuan dalam

peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

BAB IX
'KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 ‘

(1) Dengan' bel_'l_é,kunya peraturan ini, maka Peraturan
Bupati Tanggamus Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Tugas, Fungsi dan -Urajan Tugas Jabatan Struktural

. Dinas—D_inas. -'-Kabu-patehl' Tanggamus sebagaimana
' telah | diubah - fei_‘al,{lhirl Dengan Peraturan Bupati
' Nomor 03B tah un 2016 di’nyatakan tidak berlaku lagi.



(2) Peraturan - ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 1 Januari2017.
Agar setiap ~~ orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus. i

Ditetapkan di Kota Agung
‘,__pada tanggal 29 Desember 2016

"TWA‘IHL B’QPATI TANGGAMUS

Diundangkan di Kota Agung .
pada tanggal 29 Desember 2016

BERITA DAERAH mum 'rEN TANGGAMUS TAHUN
2016 NOMOR 377 |
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BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
,\’ BUPATI TANGGAMUS ,
®Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah
' Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu di
susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan

.. Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten
' tanggamus;
b. bahwa untuk maksud hurul a tersebut
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanggamus,
ﬁ'“. Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
A

o Indonesia Tahun 19485,

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tulang
Bawang dan Kabupaten Daérah Tingkat 11 Tanggamus di
‘ : Provinsi Lampung (Lkembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomer 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3667);

1 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara & Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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7. Peraturan Bupati adalah  Peraturan  Bupati
| Tanggamus.Badan adaia;h Badan Kabupaten Tanggamus.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan
Perencanaan Pembeuﬁgunan Daerah Kabupaten
Tanggamus.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dagrah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan demgan prinsip otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Urusan Pemerintah Wgjib adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

11. Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

13. Perencanaan sebuah patokan untuk untuk
mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan.

14. Pembangunan proses perubahan yang mencangkup
seluruh sistem sosial seperti polik.

BAB 11
TUGAS POKOK
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan dan
Pembangunan serta tugas pembantuan yang diberikan pada
Kabupaten.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Tata Laksana Kegiatan,;

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah,
membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan,

2. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan,;

3. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
d. Bidang Pengendalian, membawabhi;

1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

2. Sub Bidang Evaluasi;

3. Sub Bidag Data dan Geospasial;

e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budava, membawahi:

1. Sub Bidang Ekonomi;
2. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif;

f. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang,
membawahi:

1. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
3. Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;
g. Kelompok Jabatan Fungsional,
Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada

lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

BAB IV |
URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 5
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan mengkoordinasikan, mengatur,

membina, mengendalikan dan melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai

fungsi :

a. Mengatur, membina dan mengendalikan Menyusun
dan mengkoordinasikafh perencanaan program
jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang Kabupaten Tanggamus  berdasarkan
kebijakan Kepala Daerah,

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
kegiatan bawahan;

d. Merencanakan sumber pembiavaan pelaksanaan
pembangunan;

e. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan
pelaksanaan program Kegiatan guna penyusunan
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah;

f. Menyusun dan merenganakan prioritas program
kegiatan berdasarkan informasi dari bawah dengan
memperhatikan  kebutuhan, kemampuan dan
kebijakan Kepala Daerah;,

g. Menetapkan kebijakan program pembinaan kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip
dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan
wewenang dari Kepala Daerah;

i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan  sebagai
pembinaan dalam peryelenggaraan administrasi
pemerintahan;

) j. Melaporkan hasil kerja perencanaan pembangunan
daerah kepada Bupati,

k. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan
yang dilaksanakan gecara swakelola maupun
kerjasama dengan pihak lain;

' 1. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan

] untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis

maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnva bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
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(2) Sekretaris mempunyai tugds melaksanakan sebagian
tugas Badan di bidang kegekretariatan yang meliputi
Urusan Umum dan Kepegawaian urusan
ketatalaksanaan, serta Pengglolaan Keuangan dan Aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a.

h.

Merencanakan program kerja dibidang umum,
kepegawaian tata laksanha kegiatan dan keuangan
sesuai dengan kebijakan Kepala Badan;

_Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk

kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan
ketatausahaan (umum, kepegawaian, tata laksana
kegiatan dan keuangan);

. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan

kegiatan bawahan;

.Mengatur dan  mengendalikan teknis  dan

pengelolaan umum, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian, tata laksdna kegiatan, keuangan dan
perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan;

. Memilah dan mendistribusikan  surat yang

disampaikan oleh bawahan untuk disampaikan
kepada atasan atau Kepala Bidang pengelola;
Meneliti '"dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani oleh atasan;

. Menandatangani naskah dinas yang bersifat

administrasi dan naskah dinas untulk instansi;
Bertanggungjawab atas keamanan dalam kantor,
pembinaan personil, materil dan informasi,

. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-

bidang terkait dengan penyusunan perencanaan dan
penganggaran pembangunan, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan daerah, penelitian
dan pengembangan serta pembangunan sektoral;

. Mengoreksi rancangan pengesahan DPA-SKPD dan

DPPA-SKPD untuk diajukan kepada Kepala Badan,

. Memberi petunjuk dalam proses perencanaan dan

pengadaan barang, pényimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan seluruh inventaris kantor,
dan usul penghapusan barang perlengkapan yang
meliputi gedung, peralatan teknis, alat kantor,
mobilitas dan pembukﬂanhya;

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap
pelaksanaan disiplin pegawai sesuai peraturan
perundang-undangan = yang berlaku serta
memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan
kinerja pegawali,



m. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas ketatausahaan sebagai bahan
pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan
produktifitas  kerja | idan melaporkan  hasil
pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan kepada
Kepala Badan, '

n. Melaksanakan tugas  kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

(4) Dalam menyelenggarakan _tl.ﬂgas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat dibantu
oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Tata Laksana Kegiatan;
c. Sub Bagian Keuangan,

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

b. Mendistribusikan tugasﬁ kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; ;

¢. Mengontrol pendistribusian barang dilingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Menyusun konsep teknis pendistribusian barang
inventaris kantor, pemeliharaan, ketertiban,
keamanan dan keindahan kantor;

e. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan

pengelolaan aset Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah:

f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan disiplin pegawai Badan
Perencanaan Pembanguhan Daerah dan solusi untuk
mengatasinya, :

g. Menyusun konsep teknis pembinaan dan
pengembangan kepegawaian dilingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,;

h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;




Menghimpun dan mempelajari peraturan-peraturan
yvang berhubungan dengan kepegawaian dan
pengelolaan barang daerah;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada
atasan;

Melaksanakan tugas Kkedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Laksana Kegiatan

Pasal 8

Sub Tata Laksana Kegiatan mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Laksana
Kegiatan;

Mendistribusikan tugas| kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata
Laksana Kegiatan,

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembangunan lingkup Sub
Bagian Tata Laksana Kegiatan serta petunjuk
pemecahannya; !

Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat
dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ;

Melakukan pengawasan pada bawahan tentang
pencatatan dan pengarsjpan dokumen perencanaan
pembangunan yang telah disusun oleh bidang-bidang
diiingkungén Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah; :

Mengumpulkan dan mepyusun bahan penyusunan
standar operasional prosedur dilingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengontrol pendistribusian tata naskah dinas yang
berkaitan dengan pelalqsinaan kegiatan dilingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,;

Menyusun konsep teknis pembinaan dan
pengembangan tata kerja organisasi dilingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Sub Bagian Tata Laksana
Kegiatan,
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Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bagian Tata Laksana Kegiatan kepada
atasan,;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

Sub/Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

o

p—

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan,
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan;
Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembangunan lingkup Sub
Bagian Keuangan serta petunjuk pemecahannya;
Memberi petunjuk tentang tata cara mencatat,
memilah, menyusun, mengolah dan menganalisa data
untuk bahan penyt.lsunarﬁ laporan keuangan,
Memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran setiap
dokumen dan bukti penmerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran uang;

Melakukan pengawasan pada bawahan tentang
pencatatan dan pengarsipan dokumen atau bukti
pengeluaran anggaran ‘dan belanja pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Memberi petunjuk pembayaran gaji pegawai dalam
lingkup Badan Perencangan Pembangunan Daerah;
Membuat konsep usulan pengangkatan dan
pemberhentian Bendahara Pengeluaran berdasarkan
kebijakan atasan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan keuangan;
Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Sub Bagian Keuangan;
Menyiapkan dan menytisun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bagian Keuangan kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.
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Bagian Ketiga
Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

(1) Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta
kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang
Pendanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pendanaan Pembangunan
Daerah mempunyai fungsi :

a. Merencanakan program kerja Bidang Pendanaan
Pembangunan Daerah,

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan fugas
di Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;

c. Mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan di
Bidang Pendanaan Pernbangunan Daerah
berdasarkan kebijakan atasan;

d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan
pengaturan  perencanaan, penganggaran dan
pembiayaan pembangunan daerah jangka panjang,
jangka menengah maupun tahunan;

e. Menyelenggarakan perumusan dan melakukan
analisis rancangan kebijakan pembangunan di
Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;

f. Menyelenggarakan lkoordinasi, sinkronisasi,
fasilitasi dan pembinaan perencanaan,
penganggaran dan pembiayaan pembangunan
daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah,

g. Melaksanakan analisis terhadap permasalahan di
Bidang . Pendanaan Pembangunan Daerah serta
merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan
petunjuk pemecahannya,

h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan
teknis dan koordinasi kegiatan pendanaan
pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN,
Pinjaman Daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
(PHLN) dan sumber ¢ana lainnya yang sah;

i. Melaksanakan pényusunan perencanaan,
penganggaran dan pgmbiayaan pembangunan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Bidang Pendanaan
Pembangunan Daerah,
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k. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Bidang
Pendanaan Pembangunan Daerah kepada Kepala
Badan; '

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam tuggsnya Dbertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pendanaan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan,;
b. Sub Bidang Pengangaran Pembangunan;
c.Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf |
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 1.1

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi:

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan
Pembangunan,;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan,

. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data

sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan
pembangunan;

. Melaksanakan dan men}riapkan bahan koordinasi

penyusunan rencana kerja tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang yang berasal dari
seluruh SKPD;

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

penyusunan rekapitulasi rancangan tema dan
prioritas pembangunan daerah,;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
sinkronisasi prioritas pembangunan yang berasal dari
partisipasi  masyarakat, stakeholder dan/atau
pemangku kepentingan;
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Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
dalam rangka sinkronisasi perencanaan
pembangunan untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh SKPD;
Menghimpun dan mempelgjari peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah;

. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

~ pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Perencanaan

Pembangunan;

. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi

kegiatan Sub Bidang Peérencanaan Pembangunan
kepada atasan,

_Melaksanakan tugas Kkedinasan lainnya yang

diperintahkan atasannya.,

Paragraf 2
Sub Bidang Pengangaran Pembangunan

Pasal 12

Sub Bidang Pengangaran Pembangunan mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penganggaran
Pembangunan;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di  Sub Bidang
Penganggaran Pembangunan;

. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data

sebagai bahan masukan penyusunan penganggaran
pembangunan; {

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

penyusunan prioritas dan plafon anggaran untuk
setiap program dan kegiatan di seluruh SKPD;

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
dalam rangka sinkronisasi penganggaran
pembangunan untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh SKPD;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
pelaksanaan asistensi program dan Kkegiatan
pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas
pembangunan dan standar belanja;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penyusunan
penganggaran pembangunan daerah;
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h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Penganggaran
Pembangunan;

. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi

kegiatan Sub Bidang Penganggaran Pembangunan

- kepada atasan,
. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan atasannyva.

Paragraf 3
Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

Pasal 12

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembiayaan
Pembangunan;,
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pembiayaan
Pembangunan,

. Memeriksa, mengoreksi, mengontrol setiap data

sebagai bahan masukan penyusunan pembiayaan
pembangunairi,

. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi

penyusunan rencana alokasi pembiayaan
pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun
non pemerintah baik tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang dari seluruh SKPD;

. Menyiapkan bahan penyusunan Kkajian kebijakan

rencana alokasi pembiayaan pembangunan,
Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
pengembangan pinjaman dana pembangunan
(Pinjaman Daerah, Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri/PHLN), kerjasama pemerintah swasta,
investasi dan tan ggung]’aqu:jab sosial perusahaan;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penyusunan
pembiayaan pembangunan daerah,;

.Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Pembiayaan
Pembangunan,
Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan
kepada atasan;

. Melaksanakan tugas ‘kedinasan lainnya yang

diperintahkan atasannya.
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Bagian Keempat
Bidang Pengendalian

Pasal 14
Bidang Pengendalian mempunyal tugas merumuskan

dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan
Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana Kkerja Bidang Pengendalian

Bappeda Kabupaten Tanggamus.

b. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada Sub
Bidang tentang pelaksanaan pekerjaan.

c. Membimbing pelaksanaan dan memantau persiapan
bahan pengendalian monitoring terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan
rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerah

d. Mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dan
pelaporan serta melaksanakan pertemuan
berkala tentang pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari dana (Tugas Pembantuan) APBN yang
dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.,

e. Membimbing pelaksanaan dan penyiapan bahan
laporan realisasasi kegiatan masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada
Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap
berakhirnya tahun anggaran.

f. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan, pelaporan dalam rangka pencapaian
rancangan pembangunan daerah .

g. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan
pelaksanaan program pembangunan daerah jangka
panjang, menengah dan tahunan.

h. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan laporan triwulanan program pembangunan

daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
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1. Membimbiﬁg dalam pelaksanaan dan penyiapan

bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan
untuk dilaporkan kepada Bappenas dan Gubernur
Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya

tahun anggaran.

j. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan

bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rangka pencapaian rancangan
pembangunan daerah.

k. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan pengelolaan sistém informasi pembangunan
daerah.

. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi
data  rnengenal pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah,
produk hukum, kependudukan serta informasi dasar
kewilayahan.

m.Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan
bahan penyusunan laporan pelaksanaan
pembangunan daerah,

n. Membimbing dalam pengembangan pedoman dan
standar teknis data spasial.

o. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam
Bidang Pengendalian,

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh scorang Kepala
Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Badan. ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Pengendalian dibantu oleh :

a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

b. Sub Bidang Evaluasi;

c. Sub Bidang Data dan Geospasial.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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Paragraf 1
Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Pasal 15

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a.

b.

Menyusun rencana kerja $ub Bidang Monitoring dan
Pelaporan pada Bidang Pengendalian  Bappeda
Kabupaten Tanggamus.
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan tentang  tatacara  pengumpulan dan
pelaksanaan pekerjaan.

_melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian
monitoring terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan rencana

pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan
daerah.

. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan serta

melaksanakan pertemuan berkala tentang pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari dana (Tugas Pembantuan)
APBN yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan

realisasasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur
Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya
tahun anggaran.

Menyiapkan dan melaksanakan bahan, pelaporan dalam
rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.

. Menyiapkan dan melak§anakan bahan penyusunan

laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Monitoring dan Pelaporan.

.Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarig
diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang Evaluasi

Pasal 106

Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas :

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Evaluasi pada
Bidang Pengendalian Baqpeda Kabupaten Tanggamus.
Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan tentang tatacara pengumpulan  dan
pelaksanaan pekerjaan.




. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengendalian

evaluasi terhadap 1«ebi_iak§fan pelaksanaan program
pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan
tahunan.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan

triwulanan program pembangunan daerah jangka
panjang, menengah dan tahunan.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan evaluasi kegiatan

masing-masing  Satuan Kerja  Perangkat Daerah
penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan
kepada Bappenas dan Gubernur Lampung setiap
triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
Menyiapkan dan melaksanakan bahan hasil evaluasi
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
pencapaian rancangan pembangunan daerah.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan

laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Evaluasi .

 Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam

Sub Bidang Evaluasi.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

. Paragraf 3
Sub Bidang Data dan Geospasial

Pasal 17

Sub Bidang Data dan Geospasial mempunyai fungsi :

a.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan
Geospasial pada Bidang Pengendalian Bappeda
Kabupaten Tanggamus.

. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada

bawahan  tentang tatacara  pengumpulan dan
pelaksanaan pekerjaan.

. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan sistem

informasi pembangunan daerah.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan pengumpulan

data dan penyampaian informasi data mengenai
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
potensi sumber daya daerah, produk hukum,
kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.

. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan

laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
Melaksanakan pengembangan pedoman dan standar
teknis data spasial.
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g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan
laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Data dan
Greospasial. '

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

_ Bagian Kelima
Bidang Ekonomi, Sesial dan Budaya

Pasal 18

(1) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta
kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Ekonomi,
Sosial dan Budava.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
mempunyai fungsi :

a. Merencanakan program kerja di Bidang Ekonomi,
Sosial dan Budaya;

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di
Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya,

c. Mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan di
Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan
kebijakan atasan;

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan
kebijakan pembangunan daerah sektor produksi
(pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
kelautan dan perikanan, peternakan), promosi,
koperasi, usaha mikrp, kecil dan menengah,
pendidikan, kesehatan dan kesjeahteraan rakyat,

e. Menyelenggarakan penyusunan prediksi/proyeksi
dan  analisis  perekonomian  daerah  dan
kesejahteraan rakyat;

f. Menyelenggarakan  penyusunan prediksi/proyeksi
dan analisis perekonomian daerah, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan event ekonomi
kreatif berbasis seni dan budaya,;

g. Memantau perkembangan kesejahteraan rakyat dan
menyusun strategi peningkatan kesejahteraan sosial
melalui pemantauan, perkembangan angka
pengangguran, kesempatan kerja dan masalah
kesejahteraan sosial lairiﬂya;
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h. Menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, kebijaksanaan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya
yang berhubungan déngan Bidang Ekonomi, Sosial
dan Budaya;

i. Mengevaluasi hasil keérja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Bidang Ekonomi, Sosial
dan Budaya,

j. Menyusun dan melapotkan hasil pelaksanaan tugas
Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya kepada Kepala
Badan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

(3) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh

(4)

(5)

seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Ekonomi, Sosial dan Budaya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Ekonomi;

b. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat,

c. Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Ekonomi
Pasal 19

Sub Bidang Ekonomi mempuriyai fungsi:

a.
b.

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ickonomi;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ekonomi;
Menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan
lingkup Sub Bidang Ekonomi,

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
pembangunan yang berkaitan dengan sektor produksi
(pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan
dan perikanan, peternakan);

Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan
sektor promosi, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;,

Melaksanakan program promosi pembangunan daerah;

Melaksanakan koordinasi penyusunan

prediksi/proyeksi dan analisis perekonomian daerah;

e i e
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h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

Sub

pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Ekonomi;
Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Ekonomi kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya;

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Maasyarakat
Pasal 20

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat,

mempunyai fungsi:

da.

Menvusun rencana Kkerja Sub Bidang Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat;

Menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
vang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan
lingkup Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan
Masyarakat;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan
kebijakan pembangunan daerah di sektor
kesejahteraan masyarakat;

Melaksanakan kegiatan peréncanaan pembangunan
sektor pendidikan dan kesehatan;

Menyiapkan bahan koordi asi serta mensinergikan
perencanaan pembanguna:ﬁSub Bidang Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat yang disusun oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan
fasilitasi perencanaan pembangunan di Sub Bidang
Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat;

Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan
Masyarakat kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.
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Paragraf 3
Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif

Pasal 21

Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a.

b.

(1)

Menyusun rencana kerja Sub Bidang Budaya dan
Ekonomi Kreatif;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas di Sub Bidang Budaya dan Ekonomi
Kreatif;

Menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan
lingkup Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif;
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
pembangunan yang berkaitan dengan sektor budaya
dan ekonomi kreatif;

Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan
sektor industri, perdagangan, budaya, pariwisata,
investasi, agribisnis dan bisnis ;

Melaksanakan pengembangan kluster industri kreatif,
fasilitasi dan kerjasama industri kreatif melalui forum,
gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi
dan produksi atau kegiatan lainnya;

Melaksanakan koordinasi «dan monitoring serta
evaluasi pelaksanaan event ekonomi kreatif berbasis
seni dan budaya;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanzan tugas dalam Sub Bidang Budaya dan
Ekonomi Kreatif

Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan Sub Bidang Budaya dan Ekonomi Kreatif
kepada atasan;

Melaksanakajn tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 22

Bidang Prasarana Wilayah dam Tata Ruang mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanaan kebijakan serta
kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Prasarana
Wilayah dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Prasarana Wilayah dan Tata
Ruang mempunyai fungsi :
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a. Penyusunan kebijakan Prasarana Wilayah;
. Perencanaan program Prasarana Wilayah;

c. Pelaksanaan kegiatan pereficanaan pembangunan
pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam,
pengembangan wilayah dan tata ruang, air bersih
dan lingkungan hidup;

d. Pengoordinasian  dan . mmemadukan  rencana
pembangunan pembangumnan kemaritiman dan
sumberdaya alam, pengembangan wilayah dan tata
ruang, air bersih dan lingkungan hidup yang
disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi
lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan
instansi-instansi vertical,;

e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang
Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-
langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

f. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan
program tahunan di Bidang Prasarana Wilayah
yang meliputi pembangunan kemaritiman dan
sumberdayva alam, pengembangan wilayah dan tata
ruang, air bersih dan lingkungan hidup dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau
proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah
Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program
provinsi dan/atau untuk diusulkan ke dalam
program tahunan nasional ;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Prasarana Wilayah ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan peraturan perundarg-
undangan.

(3) Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Dalam melaksanakan tugas ¢dan fungsinya, Bidang
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang dibantu oleh :
a. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,;
b. Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
c. Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup.
(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

o
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Paragraf 1
Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Pasal 23

Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

mempunyai fungsi :

1.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu
di bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan isu di bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

3. Koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan

prasarana Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bidang

Prasarana Wilayah dan Tata Ruang pada Sub.

Bidang Kemaritiman dan' Sumber Daya Alam;

S. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja
Sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,;

6. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di sub. bidang
Sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,;

7. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di sub.
bidang Sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam,

8. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan
pelaksanaan tugas di sub. bidang Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam;

9. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub. Bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alarn;

10. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan

dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak

ketiga di sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam,

11. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub.

Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;




3

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

27

24

Menyiapkan bahan penyusunan standar teknis
survei dan pemetaan, survei pengumpulan data,
informasi georafis di Bidang Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam,

Menyiapkan bahan rencana dan pengendalian pada
Sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan
kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
perencanaan di Sub. Bidang Kemaritiman dan

Sumber Daya Alam,;

Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan
fasilitasi kegiatan Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam;

Memfasilitasi pemberian atau pembatalan izin

pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai

dengan bidang Kemaritimman dan Sumber Daya Alam;

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
Teknis Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,;
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

bahan/data untuk Penyuyaéunan dan Penyempurnaan
Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di bidang
Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk
Perumusan Rencana Pembanguhan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan di Sub. Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan ketentuan
dan standar yang ditetapkan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala
Bidang, sesuai bidang tugasnya.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksan_aan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai

standar yang ditetapkan.
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28. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

Pasal 24

Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai
fungsi :

1.

wan

Mengkoordinir dan mengendalikan tugas - tugas di
bidang pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah,;
Menetapkan penyusunan réncana dan program kerja
pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah;
Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah;
Mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang
pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah,;
Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan tata ruang dan prasarana wilayah;

Melaksanakan pembinaan dan pengarahan

pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang

~dan prasarana wilayah;

10.

11,

Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan tata
ruang dan Prasarana Wilayah ;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan tata
ruang dan Prasarana Wilayah;
Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
dengan unit kerja/instaﬁsi/ lembaga atau pihak
ketiga di bidang pengelolaan tata ruang dan
Prasarana Wilayah; |
Menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang

Kabupaten,;

Menyiapkan bahan penyusunan standar teknis survei

dan peraetaan, survei penigumpulan data, informasi
- georafis dan kondisi tata ruang daerah;

12.

Menyiapkan bahan rencana dan pengendalian

pemanfaatan tata ruang daerah;




13.

14,

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

26

Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan
kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
perencanaan tata ruang daerah;

Mempersiapkan bimbingan teknis, sosialisasi dan
fasilitasi penyusunan rencana tata ruang daerah;
Melaksanakan pemantauan pemanfaatan tata ruang
wilayah dan pengembangar kemitraan dalam
pemanfaatan tata ruang daerah,;

Memfasilitasi pemberian  atau  pembatalan izin
pemanfaata’n‘ ruang yang sesuai atau tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
(RTRWK);

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan
teknis penataan ruang;
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan

bahan/data untuk Penvusunan dan Penyempurnaan
Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas di bidang Tata
Ruang dan Prasarana Wilayah,;

Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk
Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan di bidang Tata Ruang,
Prasarana Wilayah dan Kerjasama Kawasan Wilayah,
sesuai dengan ketentuan dan standar yang
ditetapkan,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai bidang tugasnya,;

Memberikan masukan kepada Kepala Bidang, sesuai
bidang tugasnya;
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai
standar yang ditetapkan;
Menyiapkan perumusan kebijakan penataan ruang

dan tata guna lahan,



24,

25.

26.

27

Melaksanakan kebijakan arahan tata ruang dan tata

guna lahan;

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
pemanfaatan ruang;

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya,

Paragral 3
Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup

Pasal 25

Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi :

a.

Mengumpulkan, :nefxgolah dan menyajikan
bahan/data untuk Penyusunan dan Penyempurnaan
Standar Pelaksanaan Perencanaan dan Standar
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perencanzan di

bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;

. Meneliti dan menyiapkan bahan/data untuk

Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Menengah dan Tahunan dibidang Air Bersih dan
Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan,

. Membantu Komisi Amdal Daerah Provinsi dalam

Penanganan Dokumen Lingkungan Hidup yang

dilaksanakan di Provinsi;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai bidang tugasnyd;

. Memberikan masukan vang perlu kepada Kepala

Bidang, sesuai bidang tugasnya,
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang, sesuai

standar yang ditetapkan,;

. Menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan

menyusun kebijakan Air Bersih dan Lingkungan

Hidup;
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h. Mengkoordinasikan dan memproses penerbitan lzin

Pemanfaatan Ruang (I?R] terhadap setiap kegiatan
yang memanfaatkan ruang meliputi ruang darat,

ruang laut, ruang udara serta ruang di dalam bumi;

1. Mengkoordinasikan perencanaan program air bersih

dan lingkungan Thidup yang meliputi aspek
pertamanan, ruang terbuka hijau, persampahan,
pencemaran lingkungan hidup dan konservasi

lingkungan,

j. Mengkoordinasikan perencanaan program

kepariwisataan yang meliputi aspek pembangunan,
pengusahaan dan kebijakan serta pengendalian usaha
pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata,
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha

sarana pariwisata;

. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Air Bersih dan

Lingkungan Hidup;

. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk

kepada bawahan dalam'ffangka pelaksanaan tugas di
sub Bidang Air Bersih dq.p Lingkungan Hidup;

. Mengkoordinasikan da;f emantau kegiatan bawahan

dalam rangka pelaksan@n tugas;

. Mengumpulkan data dan mengiventarisasi

permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaar Sub Bidang Air Bersib dan Lingkungan

Hidup, mencari solusi pq:unjuk dan pemecahannya;,

. Mengkoordinasikan  pgrencanaan dan  evaluasi

program pemanfaatan tata lingkungan, pemanfaatan
sumberdaya alam, sumberdaya air dan lingkungan
hidup;

. Mempersiapkan baham penyusunan rencana dan

program sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan
Hidup yang meliputi ,gengatumn/pemanfaatan tata
lingkungan, pembangunan  sumnberdaya alam,
sumberdaya air, air bersih, persampahan, dan
pemeliharaan lingkungan;
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. Mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kegiatan vang berhubungan dengan program
pemanfaatan tata lingkungan, pembangunan
sumberdaya alam, sumberdaya air, air bersih,

persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;

. Menghimpun data - data dan pengaturan yang

berhubungan dengan program pembinaan dalam
rangka pelaksanaan pemanfaatan tata lingkungan,
pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya air, air

bersih, persampahan, dan pemeliharaan lingkungan;

. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Air

Bersih dan Lingkungan Hidup sebagai bahan
penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tata
Ruang dan Pengembangan Wilayah,

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing -

masing;

.Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Air Bersih dan
Lingkungan Hidup;
Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam

Sub Bidang Air Bersih dan Lingkungan Hidup;

.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah

atasan,

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan
mempunyai tugas m)p ksanakan kegiatan teknis
Badan sesuai denan bidang keahlian dan
kebutuhan. |

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayati/(1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senjor selaku ketua kelompok
yang berada di bawah|/dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
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(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban @ kerja, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 28
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh ' N

Bupati dari Aparatur |8ipil Negara yang telah
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

q\ (2) Pejabat-pejabat lain  di  lingkungan Badan
‘ Perencanaan Pembangunén Daerah diangkat dan
diberhentikan sesuai demgan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BARB VIl
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 29

(1) Setiap  pimpinan  satuan  organisasi dalam
melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip-prinsip koordinasj, integrasi, simplikasi dan

o sinkronisasi baik dalam lingkungan Kkerjanya
W. maupun dengan instamsi-instansi lain di luar
lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung

jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam

pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan Dbertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang ditgrima oleh Pimpinan satuan
organisasi dan bawahamn diolah dan dipergunakan
sebagai bahan perimbangan dalam penyusunan
kebijakan lebih lanjut.

® . 4y
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(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib
melaksanakan pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala
Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala
Badan dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus berasal! dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB X
KETENTUAN PI IHAN
Pasal 3

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang
kewenangan di bidang Perenganaan yang berada pada
Satuan Kerja lain akan ilialihkan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 6 (enam)
bulan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini sejak
tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 33

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan
Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang
tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural
lembaga teknis daerah Kabupaten Tanggamus
sebagimana telah diubah  terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 03C Tahun 2016 dinyatakan tidak
berlaku lagi.




(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017.

Agar setiap orang dapat meng?etahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ifi dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada.tanggal 29 Desember 2016

.-' ;‘wﬁs,@w:m TANGGAMUS,
RN INY — .

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Deésember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN ftANGGAMUS TAHUN 2016
NOMOR 378



LAMPIRAN : PERATURAN RUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016
BAGAN STRUKTUR BADAN! ERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BUPATEN TANGGAMUS |
KEPALA BADAN
KELOMPOK .
JABATAN SEKRETARIS
'I FUNGSIONAL
[ [ ]
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